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BUPATI MAMASA 
PROVINSJ SULAWESI BARAT 

PERATURAN BUPATl MAMASA 
NOMOR I S  TAHUN 2024 

TENT ANG 

ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MAMASA, 

Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan PasaI 51 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu 
menyusun Analisis Standar Belanja; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja 
Tahun Anggaran 2025. 

Mengingat : 1 .  PasaI 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di 
Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6736); 

4. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 6736); 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2022 
Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 4 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Penge1o1aan Keuangan Daerah (Lem baran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENT ANG ANALISIS 

STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dirnaksud dengan : 
1 .  Daerah adalah Kabupaten Mamasa. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada 
Pemerintah Daerah selaku Pengguna 
Anggaran/Pengguna Barang. 

4. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat 
ASB, adalah standar yang digunakan untuk 
menganalisa kewajaran beban kerja atau biaya setiap 
program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 
SKPD untuk satu tahun anggaran. 

5. Standar Belanja adalah besaran belanja yang 
ditetapkan berdasarkan Aktivitas ASB, Komponen 
Aktivitas, Rincian Komponen, Volume dan Unit kegiatan 

masing-masing Perangkat Daerah. 

Pasal 2 
( 1 )  Standar Belanja dimaksudkan sebagai pedoman SKPD 

dalam menentukan besaran belanja maksimal kegiatan 
berdasarkan Aktivitas ASB, Komponen Aktivitas, 
Rincian Komponen, Volume dan Unit dalam 
penyusunan rencana kerja dan anggaran. 
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(2) Penerapan St.andar Belanja bertujuan untuk 
meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilit.as 
anggaran belanja dalam perencanaan, pelaksanaan 
dan pengendalian dengan pembakuan aktivitas ASB, 
Komponen Aktivitas,Rincinan Komponen, Volume dan 
Unit. 

(3) ASB terdiri atas: 
a. konstruksi;dan 
b. non konstruksi. 

(4) Aktivitas ASB, Komponen Aktivitas,Rincian 
Komponen, Volume dan Unit sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dapat dikurangi akan tetapi tidak dapat 
di tam bah. 

(5) ASB Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

(6) ASB Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf b, tercantum dalam Lampiran JI yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

(7) DaJam haJ kegiatan suatu program yang akan 
dilaksanakan oleh SKPD belum terakomodir daJam 
peraturan ini, KepaJa SKPD mengusulkan besaran 
belanja kegiatan dengan prinsip efisien, efektif clan 
akuntabel setelah dicermati oleh Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah. 
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Pasal 3 
Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Mamasa. 

Ditetapkan di Mamasa 
pada tanggal � �vstvJ' o-"a..L/ 

Pj.BUPATI MAMASA, 

MUHAMMAD ZAIN 

Diundangkan di Mamasa 
pada tanggal � �r.J\S'tU$' &(?,;}._'-/ �ARJ�:BUPATAN MAMASA, 
MUHAMMAD SYUKUR 

BERJTA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2024 NOMOR ·JS 
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